BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah
menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya
produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat,
pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan
bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan,
pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang
dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan
suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan
nilai-nilai  dan  norma-norma yang dijunjung tinggi. Dalam
pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang
memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, profesionalisme,
efektivitas dan efesiensi.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan
sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat. Terkait dengan hal
tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang
keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung
tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalan
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk
menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan
semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga
menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;

2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum,;

4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
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5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;

6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan
sebutan lain dan/atau kelurahan;

8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan
Daerah Kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;

9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan.

Selain  kebijakan pemerintah, upaya mewujudkan kinerja
pelayanan publik dilingkungan unit kerja pemerintahan yang terukur dan
dapat dievaluasi keberhasilannya, Pemerintah Kecamatan memiliki dan
menerapkan Prosedur Kerja yang standar (Standar Operasional
Prosedur). Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau
acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan
alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator indikator
teknis, administrasif dan procedural sesuai dengan tata kerja, prosedur
kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP
adalah menciptakan komitment mengenai apa yang dikerjakan oleh
satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good
governance.

Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga
eksternal, karena SOP selain dapat digunakan untuk mengukur kinerja
organisasi publik, juga dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi
publik di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas, dan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian SOP
merupakan pedoman atau acuan untuk menilai pelaksanaan kinerja
instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif
dan prosedural sesuai dengan tata hubungan kerja dalam organisasi yang
bersangkutan.

Dilihat dari ruang lingkupnya, penyusuan SOP dilakukan disetiap
satuan unit kerja dan menyajikan langkah-langkah serta prosedur yang
spesifik berkenaan dengan tupoksi masing-masing satuan unit kerja yang

meliputi penyusunan langkah langkah, tahapan, mekanisme maupun alur
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kegiatan. SOP kemudian menjadi alat untuk meningkatkan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien. Prinsip dasar

yang perlu diperhatikan dalam penyusunan SOP adalah :

a. Penyusunan SOP harus mengacu pada SOTK, TUPOKSI, serta alur
dokumen;

b. Prosedur kerja menjadi tanggung jawab semua anggota organisasi;

c. Fungsi dan aktivitas dikendalikan oleh prosedur, sehingga perlu
dikembangkan diagram alur dari kegiatan organisasi;

d. SOP didasarkan atas kebijakan yang berlaku;

e. SOP dikoordinasikan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya
kesalahan/ penyimpangan;

f. SOP tidak terlalu rinci;

g. SOP dibuat sesederhana mungkin;

h. SOP tidak tumpang tindih, bertentangan atau duplikasi dengan
prosedur lain;

i. SOP ditinjau ulang secara periodik dan dikembangkan sesuai
kebutuhan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu disusun suatu Standar
operasional prosedur (SOP) yang berkaitan dengan penilaian kinerja
organisasi, serta peningkatkan akuntabilitas pelayanan publik melalui
penerapan SOP. Uraian berikut ini diharapkan dapat menciptakan
komitment pemerintah daerah mengenai pentingnya penerapan SOP oleh
setiap satuan unit kerja instansi pemerintahan dalam mewujudkan

akuntabilitas pelayanan publik.

. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan panduan bagi
seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dalam mengidentifikasi,
menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta
mengevaluasi Operating Procedures (SOP) Administrasi Pemerintahan
sesuai dengan tugas dan fungsi aparatur pemerintah.

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai melalui pedoman ini
adalah:

1. Setiap instansi pemerintah mulai dari Desa sampai Tingkat Kecamatan
memiliki Standard Operating Procedures (SOP) Administrasi

Pemerintahan;
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2. Penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintahan;
3. Ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan;

4. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Kec. Buki Tahun 2020

4



BAB Il
GAMBARAN UMUM

A. Pengertian

Standard operating Procedures (SOP) adalah pedoman atau
acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan
alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator indikator
teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur
kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP
adalah menciptakan komitment mengenai apa yang dikerjakan oleh
satuan unit Kkerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good
governance.

Dengan diterapkannya Standard Operating Procedures (SOP) di
masing-masing instansi, diharapkan pelaksanaan roda pemerintahan bisa
berjalan dengan tertib sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-
masing instansi serta untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil

yang berperan sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat.

. Manfaat

Paradigma governance membawa pergeseran dalam pola
hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sebagai konsekuensi
dari penerapan prinsip-prinsip corporate governance. Penerapan prinsip
corporate governance juga berimplikasi pada perubahan manajemen
pemerintahan menjadi lebih terstandarisasi, artinya ada sejumlah kriteria
standar yang harus dipatuhi instansi pemerintah dalam melaksanakan
aktivitas aktivitasnya. Standar kinerja ini sekaligus dapat untuk menilai
kinerja instansi pemerintah secara internal mupun eksternal. Standar
internal yang bersifat prosedural inilah yang disebut dengan Standar
Operasional Prosedur (SOP). Adapun manfaat dari Standard Operating
Procedurer (SOP) Sebagai berikut :

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam
menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;

2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan
oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara

keseluruhan;
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4. Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada

intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan

pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari;

5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;

6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur

cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi

usaha yang telah dilakukan;

7. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat

berlangsung dalam berbagai situasi;

8. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi

mutu, waktu, dan prosedur;

9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus

dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya;

10.Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur;

11.Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh
seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya;

12.Sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan
tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;

13.Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;

14.Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural
dalam memberikan pelayanan;

15.Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan
standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi
bagi kinerja pelayanan.

Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

b. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerabh;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
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e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor
PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur;

f. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 29 Tahun 2009, tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Camat, Sekretaris Camat, Sub
Bagian dan Seksi Pada Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten
Kepulauan Selayar;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor
PER/20/M.PAN/04/2006, tentang Pedoman Penyusunan Standar
Pelayanan Publik;

i. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik ;

j. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/25/M.PAN/2/2004, tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah ;

k. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/26/M.PAN/2/2004, tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan
Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Tujuan

Standard Operating Procedures (SOP) Administrasi Pemerintahan
pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur
operasional standard yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan
untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta
penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang
dalam organisasi berjalan secara efisien dan efektif, konsisten, standar
dan sistematis. Dengan adanya sistem manual standard atau (SOP)
diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja layanan
yang diberikan oleh SKPD Kecamatan. Dengan adanya instruksi kerja
yang terstandarisasi, maka semua kegiatan layanan akan dapat dilakukan

secara konsisten oleh siapapun yang sedang bertugas melakukan
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layanan. Layanan-layanan yang berbelit dan tidak jelas prosedur
operasinya akan semakin terminimalisir. Disamping konsistensi layanan
hal lain yang akan dihasilkan adalah efisiensi dan efektifitas kerja. Dengan
prosedur yang terstandar setiap orang baik pengguna layanan maupun
staf yang memberi layanan akan dapat memanfaatkan ataupun
melakukan layanan yang semakin hari semakin baik dan semakin cepat
karena terjadinya proses pembelajaran yang secara terus menerus terjadi
selama proses layanan. Dengan demikin dapat dipastikan melalui SOP ini
akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pelayanan
kepada masyarakat.

E. Prinsip

1. Prinsip Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi

Pemerintahan

a. Kemudahan dan kejelasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan
harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua
aparatur bahkan bagi seseorang yang sama sekali baru dalam
pelaksanaan tugasnya;

b. Efisiensi dan efektivitas. Prosedur-prosedur yang distandarkan
harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam
proses pelaksanaan tugas;

c. Keselarasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras
dengan prosedur-prosedur standar lain yang terkait;

d. Keterukuran. Output dari prosedur-prosedur yang distandarkan
mengandung standar kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat
diukur pencapaian keberhasilannya;

e. Dinamis. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan
cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas
pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi
pemerintahan;

f. Berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani. Prosedur
yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna
(customer’s needs) sehingga dapat memberikan kepuasan kepada

pengguna;
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g. Kepatuhan hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus

memenuhi ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah yang

berlaku;

h. Kepastian hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus

ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang

ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk melindungi

aparatur atau pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum.

2. Prinsip Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Administrasi Pemerintahan

a.

Konsisten.

SOP Administrasi Pemerintahan harus dilaksanakan secara
konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapa pun, dan dalam
kondisi yang relatif sama oleh seluruh jajaran organisasi
pemerintahan;

Komitmen.

SOP Administrasi Pemerintahan harus dilaksanakan dengan
komitmen penuh dari seluruh jajaran organisasi, dari tingkatan
yang paling rendah dan tertinggi;

Perbaikan berkelanjutan.

Pelaksanaan SOP Administrasi Pemerintahan harus terbuka
terhadap penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh
prosedur yang benar-benar efisien dan efektif;

Mengikat.

SOP Administrasi Pemerintahan harus mengikat pelaksana
dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar
yang telah ditetapkan;

Seluruh unsur memiliki peran penting.

Seluruh aparatur melaksanakan peran-peran tertentu dalam
setiap prosedur yang distandarkan. Jika aparatur tertentu tidak
melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu
keseluruhan proses, yang akhirnya juga berdampak pada
terganggunya proses penyelenggaraan pemerintahan;
Terdokumentasi dengan baik.

Seluruh  prosedur yang telah  distandarkan  harus
didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan

acuan atau referensi bagi setiap pihak-pihak yang memerlukan.
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BAB Il

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DILINGKUNGAN SKPD KECAMATAN BUKI

A. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja
Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Buki, sesuai
dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2018
tentang tugas pokok dan fungsi Organisasi, Camat, Sekretaris, Sub
Bagian dan Seksi pada Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Selayar,
yang merupakan hasil penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor ..........
Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

Perbup. No. ..... Tahun 2018

B. Tugas Dan Fungsi Kecamatan Buki
Pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Buki sesuai dengan
Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. ......... Tahun 2018 tentang

tugas pokok dan fungsi organisasi Camat, Sekretaris Camat, Sub bagian
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dan Seksi pada kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar
sebagaimana berikut :
1. Perumusan Kebijakan Teknis di Kecamatan
2. Pelayanan Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan daerah di
Kecamatan ;
Organisasi kecamatan terdiri dari unsur :
= Pimpinan adalah Camat
= Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris Camat
- Sub Bagian Umum, Kepegawaian & Keuangan
- Sub Bagian Hukum, Perencanaan & Pelaporan
Pelaksana adalah unsur Seksi, yaitu :

- Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Adapun uraian tugas masing-masing adalah :
1. Sekretaris Camat
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas
membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan
pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan,
umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan
Kecamatan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,
Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian  pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Kecamatan;
pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;

pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan

®© oo o

pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud diatas,
meliputi:
a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
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memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Sekretariat Dalam mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

menyusun  rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan
program Kkerja;

melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana,

mengelola administrasi umum;

melaksanakan pembinaan dan pengelolaan  adminstrasi
kepegawaian;

mengelola administrasi keuangan;

melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh
perangkat/aparatur kecamatan;

melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan

kesekretariatan;

. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

a) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas
membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan
melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan,
pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga,
mengelola administrasi kepegawaian serta  pelaporan
keuangan.
Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian,
dan Keuangan sebagaimana dimaksud diatas, meliputi:
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum,
Kepegawaian dan Keuangan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;
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. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian
dan Keuangan dalam mengetahui perkembangan

pelaksanaan tugas;

. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau

menandatangani naskah dinas;

. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan
pemeliharaan dokumen kepegawaian;

melakukan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;

. melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan

penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;

melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan,
pemeliharaan  barang inventaris Kecamatan dan
Keprotokolan;

memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;

. melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;

. melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan

dokumen keuangan Camat;

. melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi

penatausahaan keuangan Camat;

. menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang

meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan
tahunan;

menyusun neraca keuangan Camat;

menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian
Umum, Kepegawaian, dan Keuangan dan memberi saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.
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b) Kepala Sub bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan
Sub Bagian Hukum, Perencanaan, dan Pelaporan
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas
membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan
melakukan urusan ketatausahaan serta mengelola administrasi
hukum.
Uraian tugas Kepala Sub Bagian Hukum, Perencanaan,
dan Pelaporan sebagaimana dimaksud diatas, meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Hukum,
Perencanaan, dan Pelaporan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas dalam lingkungan Sub Bagian Hukum, Perencanaan,
dan Pelaporan Dalam mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

f. melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undang;

g. mengajukan pertimbangan hukum menurut kebutuhan;

h. melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi
dalam penyusunan rencana strategis pembangunan
Kecamatan tingkat Daerah;

I. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana
kerja kegiatan Kecamatan;

j. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja
sama lintas sektor;

k. melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan
Kecamatan;

I. melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana
kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;

m. melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka
penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan

Kecamatan;
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n. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada
pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan
pembangunan bidang Kecamatan;

0. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program,
pembangunan bidang Kecamatan;

p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Hukum,
Perencanaan, dan Pelaporan dan memberi saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

g. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

2. KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang

mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang

pemerintahan.

Uraian tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana

dimaksud diatas, meliputi:

a.

Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan Dalam mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

Menyusun  rancangan, mengoreksi, memaraf  dan/atau
menandatangani naskah dinas;

Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya,

Memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan
perlindungan masyarakat;

Melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi
penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan
Desa/Kelurahan;

Melakukan pembinaan Desa/Kelurahan dan fasilitasi
penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;

Standar Operasional Prosedur (SOP) Kec. Buki Tahun 2020

15



Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan;

Melakukan inventarisasi asset atau kekayaan Pemerintah
Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah
lainnya yang ada di wilayah kerjanya;

Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;

Melakukan dan  mengevaluasi  penyelenggaraan urusan

pemerintahan;

. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tata

Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

3. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh

Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam

mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban

umum.

Uraian tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

sebagaimana dimaksud diatas, meliputi:

a.

N )]

= Q

menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

menyusun  rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;
melakukan fasilitasi sistim keamanan lingkungan;

melakukan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja
pada Kecamatan yang bersangkutan;
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i. melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman
dan ketertiban umum;

j. memfasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama PPNS;

k. melakukan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dalam
bidang ketenteraman dan ketertiban;

I.  menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;

m. melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;

n. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ketenteraman
dan Ketertiban Umum dan memberi saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

0. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

. KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi
yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
bidang ekonomi dan pembangunan.

Uraian tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
sebagaimana dimaksud diatas, meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

Cc. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan Dalam
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

f. melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan
kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan
perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai
dengan kebijakan Pemerintah Daerah;

g. melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman
pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan

sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
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melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian
secara periodik;

melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta
pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya
alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan
lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
menyiapkan rekomendasi perijinan tertentu;

memfasilitasi pengembangan perekonomian Desa/ Kelurahan;

. melakukan dan  mengevaluasi penyelenggaraan urusan

perekonomian;

memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan
kebijakan Pemerintah Daerah;

memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Desa/Kelurahan;

memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan
sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan
pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai
dengan rencana tata ruang;

memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan
meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan
prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan,
pemukiman;

memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya
air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai
dengan rencana tata ruang;

mengumpulkan dan mengelolah data dibidang pengembangan
jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan
lingkungan;

menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;

melakukan dan  mengevaluasi penyelenggaraan  urusan
pembangunan;

menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan
Pembangunan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
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w. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

5. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang
kesejahteraan sosial.

Uraian tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana

dimaksud diatas, meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial dalam mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kkesejahteraan
sosial;

g. melakukan pembinaan di bidang mental dan keagamaan ;

h. mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan
sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta
pengembangan dan pemberdayaan sosial;

i. mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan  sumber
kesejahteraan sosial;

j. melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan
sosial;

h. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi
Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

i. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.
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6. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala

Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis

bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

sebagaimana dimaksud diatas, meliputi:

a.

Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

Menyusun  rancangan, mengoreksi, memaraf  dan/atau
menandatangani naskah dinas;

Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

Melakukan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat meliputi fasilitasi
Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Keluarga
Sejahtera dan pengembangan Masyarakat Desa sesuai dengan
kebijakan Pemerintah Daerah;

Melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi
fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan,
kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai
dengan kebijakan Pemerintah Daerah;

Menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan
penanggulangan masalah sosial;

Memfasilitasi pembinaan generasi muda, olah raga dan seni
budaya;

Melakukan dan  mengevaluasi penyelenggaraan urusan
pemberdayaan masyarakat;

Menyusun laporan  pelaksanaan tugas Kepala  Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan memberi saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.
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Susunan organisasi Kecamatan Buki di bentuk berdasarkan
Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2018 tentang
Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan yang telah diubah dari
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 29 Tahun 2009

tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.

Format Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintahan

Format SOP AP yang dipersyaratkan dalam Kebijakan Reformasi
Birokrasi memiliki format yang telah distandarkan tidak seperti format
SOP pada umumnya Adapun format SOP AP yang dipergunakan dalam

Kebijakan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

a. Format Diagram Alir Bercabang (Branching Flowcharts)

Format yang dipergunakan dalam SOP AP adalah format
diagram alir bercabang (branching flowcharts) dan tidak ada format
lainnya yang dipakai. Hal ini diasumsikan bahwa prosedur
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk di
dalamnya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah memuat
kegiatan yang banyak (lebih dari sepuluh) dan memerlukan
pengambilan keputusan yang banyak. Oleh sebab itu untuk
menyamakan format maka seluruh prosedur pelaksanaan tugas dan
fungsi administrasi pemerintahan dibuat dalam bentuk diagram alir
bercabang (branching flowcharts) termasuk juga prosedur yang
singkat (sedikit, kurang dari sepuluh) dengan/atau tanpa pengambilan

keputusan.

Menggunakan hanya Lima Simbol Flowcharts

Simbol yang digunakan dalam SOP AP hanya terdiri dari 5
(lima) simbol, yaitu: 4 (empat) simbol dasar flowcharts (Basic Symbol
of Flowcharts) dan 1 (satu) simbol penghubung ganti halaman (Off-
Page Conector). Kelima simbol yang dipergunakan tersebut adalah

sebagai:
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Untuk Mendiskripsikan Proses atau Kegiatan

Eksekusi

Digunakan Untuk Pengambilan Keputusan

Dimulai Pada Saat Mulai dan Akhir Kegiatan

Digunakan Untuk Perpindahan Halaman

NEK)

Menunjutkan Arah Proses Pekerjaan
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BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Standar
Operasional Prosedur sebagai alat penilaian kinerja berorientasi pada
penilaian kinerja internal kelembagaan, terutama dalam hal kejelasan
proses kerja di lingkungan organisasi termasuk kejelasan unit kerja yang
bertanggungjawab, tercapainya kelancaran kegiatan operasional dan
terwujudnya koordinasi, fasilitasi dan pengendalian yang meminimalisir
tumpang tindih proses kegiatan di lingkungan sub-sub bagian dalam
organisasi yang bersangkutan. Standar Operasional Prosedur berbeda
dengan pengendalian program yang lebih diorientasikan pada penilaian
pelaksanaan dan pencapaian outcome dari suatu program/kegiatan. Namun
keduanya saling berkaitan karena standar operasional prosedur merupakan
acuan bagi aparat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya termasuk
dalam pelaksanaan kegiatan program.

Selama ini, penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
umumnya didasarkan pada standar eksternal padahal sebagai bentuk
organisasi publik, instansi pemerintah memiliki karakteristik khusus yakni
sifat birokratis dalam internal organisasinya. Oleh karena itu apabila
pedoman yang sifatnya internal ini jika digabungkan dengan pedoman
eksternal (penilaian kinerja organisasi publik di mata masyarakat) berupa
responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, maka akan mengarah pada
terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang kami terapkan di kecamatan
khususnya Kecamatan Buki dapat diwujudkan, untuk mencapai tujuan akhir
bersama yaitu “Terwujudnya Masyarakat Maritim Yang Sejahtera Berbasis

Nilai Agama Dan Budaya”. Amien.

Baruia, 07 Januari 2025
CAMAT BUKI,

DEMPAK, S.Pd
Pangkat : Pembina Tk. |
NIP. 19690921 199203 1 010
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